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BUPATI LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide, gagasan
inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan
masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperkuat
sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas
dan daya saing daerah, serta mempercepat tercapainya
visi misi pemerintah dan sinergitas antara pusat dan
daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan
dan/atau Insentif I[novasi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG INOVASI
DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

3.
4.
S

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lebong.

Bupati adalah Bupati Lebong.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lebong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenagan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis
pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide
kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara
dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

Apratur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti
seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang
mereka anggap sama.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati Lebong.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
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16. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses
keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan
dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik
inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara
keseluruhan.

17. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah
upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik
berupa strategis, metode dan/atau subtansi pelayanan
publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium,
workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching
clinik dan forum pembelajaran lainnya.

18. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik
adalah proses penyesuaian dan cara mengubah inovasi
yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa
menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi
yang lebih baik dari aslinya.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk
mempercepat terwujudnya Kkesejatraan  masyarakat
melalui:

a. Peningkatan Pelayanan Publik:

b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan

c. Peningkatan daya saing daerah.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:
Peningkatan efisiensi dan efektifitas;

Bersifat simulasi dan berkelanjutan;
Dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
Membangun sinergitas;

Perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
Beroriantasi pada kepentingan umum dan peningkatan
daya saing;

Dilakukan secara terbuka;

Memenubhi nilai kepatuhan dan kelayakan; dan
Dapat dipertangungjawabkan.
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i

BAGIAN
HUKUM

Vs

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. Inovasi Daerah  dalam  rangka Pembaharuan
penyelenggaraan pemerintah daerah;

Pengusulan;

Penetapan;

Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Uji Coba Inovasi Daerah;

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

Penyebaraan dan Penerapan Inovasi Daerah;
Pendanaan;

Kerjasama, Pembinaan, Pengawasaan dan evaluasi; dan
Pelaporan.

Sm o A0 o
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BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berbentuk:

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah;

b. Inovasi Pelayanan Publik; dan

c. Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam
pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi
tata laksana intern dalam pelaksanaan fungsi manajemen
dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

(1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan
pelayanan kepada masyarakat.

(2) Inovasi  dalam  penyediaan  pelayanan  kepada
masyarakat meliputi:

a. Proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.,

(3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Pelayanan Barang Publik;
b. Pelayanan Jasa Publik; dan
c. Pelayanan administrasi.
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Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S huruf ¢ merupakan segala bentuk inovasi dalam
penyelenggaraan  urusan pemerintah  yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenubhi kriteria: .

a. Mengandung Pembaharuan seluruh atau sebagian
unsur dari inovasi;

b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;

c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau
pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; _

d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah; dan

e. dapat direplikasi.

BAB V
PENGUSULAN

Pasal 10

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka
pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dapat berasal dari:

Bupati;

Anggota DPRD;

Aparatur Sipil Negara;

Perangkat Daerah;

Badan Usaha Milik Daerah;

Masyarakat; dan
8. Perguruan Tinggi.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan Proposal Inovasi Daerah yang sekurang-
kurangnya memuat:

a. Bentuk Inovasi Daerah;
b. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok
perubahan yang akan dilakukan;

Tujuan Inovasi Daerah;

Manfaat yang diperoleh;

Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f. " Anggaran, jika diperlukan.

(3) Setiap Perangkat Daerah paling sedikit menciptakan 1
(satu) inovasi untuk setiap tahun.
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Pasal 11

172 HL .J:-'J /'

-

- (1) [nisiatif Inova§i Daerah yang berasal dari Bupati

/ sgb_agmmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a

4 dlsmpk_an oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak

yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) lnisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD

sgbagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b
dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam
rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.

(3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢
disampaikan oleh ASN yang bersangkutan dan
mendapatkan izin dari atasannya secara tertulis.
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pera.ngkat
Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e
disampaikan  kepada  Perangkat Daerah  yang
membidangi Penelitian dan Pengembangan. _
(5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaks'u_d
pada ayat (4) berasal dari Pegawai Badan Usaha Milik
Daerah disampaikan kepada Pimpinan Badan Usaha
Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

(6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f
disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat
Daerah yang membidangi Penelitian dan
Pengembangan.

(7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan
Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf g disampaikan kepada Bupati melalui perangkat

(4

—

Daerah yang membidangi Penelitian dan
Pengembangan.
BAB VI
' PENETAPAN
Pasal 12

(1) Inovasi  Daerah  dalam rangka pembaharuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat
Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi
Daerah.

(3) !r}ovasi Daerah dan/atau Produk Hasil Inovasi Daerah
dilaporkan dan dimuat dalam daftar Inovasi Daerah

oleh Perangkat Daerah yang membidangi iti
Pengembangan, gi Penelitian dan

1, | BaGian
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BAB VII
SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Pasal 13

Pe_myelenggaran Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sebuah
Sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

a. Kelembagaan Inovasi Daerah;

b. Sumber daya Inovasi Daerah; dan

c. Jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 14

Penyelenggara Inovasi Daerah dapat melakukan kerja_sama
bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha,
Lembaga Pendidikan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 15

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 menjunjung tinggi norma, etika dan budaya
dengan cara mengembangkan profesionalisme dan
menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penyelenggara
Inovasi Daerah.

Pasal 16

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 melakukan kerja sama dan membangun

jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

a. Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi
penyelenggara Inovasi Daerah;

b. Mobilitas sumber daya manusia; dan

c. Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual,
informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi.

Pasal 17

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 huruf a dilakukan dengan:

a. Kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus,
se_rnir?ar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan
sejenisnya;

b. Menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan
dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
antar lembaga/organisasi; dan

c. Keljasamg kepakaran, keahlian, kompetensi
keterar_npllan sumber daya manusia untuk penguatar;
Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintahan

Daerah, Dunia Usaha, Lemba idi
h, D R ga Pendidikan dan
Organisasi Kemasyaratan. fatay
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Pasal 18

Mobilitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b dilakukan menurut kepakaran,
keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia

untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intektual,
informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan,
teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf c dilakukan dengan:

a. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual,

b. Pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

BAB VIII
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah  harus
didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk
menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapan
pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Selama masa uji coba, pelaksanaan Inovasi DaeraP}
dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi
Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang
diinginkan.

(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil,
pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan
uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala
Daerah vang membidangi Penelitian dan
Pengembangan.

(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 21

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan
dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan tanpa melalui
uji coba Inovasi Daer:

BAB IX
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 22

(1) Hak Kekayaan [ntelektual

ran gka} pembaharuan terkait penyelenggaraan

1 milik Pemerintah Daerah
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(2) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi
menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi
sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

(3) Bupati memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan
Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan
Pengembangan.

BAB X
PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan

Pasal 23

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 atau tanpa melalui uji coba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterapkan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah
yang mengakibatkan pembebanan kepada
masyarakat, pembatasan kepada masyarakat,
dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah
yang berkaitan dengan tata laksana internal
Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan
pembebanan kepada masyarakat, pembatasan
kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 24

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada

kriteria:

a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan
gelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah;
an

b. Dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat
Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.
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(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 25

Bupati melakukan penilaj
an
(];)aerah, Badan Usaha Milik
an/atau Perguruan Tinggi
; Yang menvel
i)nov.?s'l Daerah berdasarkan laporan hasﬂgi/ng;gsgiarakan
enilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi baerah

sebagaimana dimaksud :
pada ayat (1
untuk memberikan penghat'gaan'y (1) sebagai dasar

terhadap Perangkat
Daerah, masyatakat

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 26

!3upati dapat memberikan penghargaan dan/atau
insentif kepada pihak pengusul Inovasi Daerah yang
berhasil menerapkan Inovasi Daerah sebagimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pemberian peghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB XI
PENYEBARAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

Bupati menugaskan  Perangkat Daerah  yang
membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk
melakukan penyebaran dan penerapan Inovasi Daerah.
Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara:

a. Seminar;

b. Workshop;

¢. Simposium;

d. Lokakarya;

e. Penerbitan buletin;

f. Jurnal ilmiah;

g. Publikasi media massa; dan

h. Pameran.
Penyebaran informasi inovasi daerah bertujuan untuk

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, peningkatan pelayanan  publlik  dan
peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan Inovasi Daerah.
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(2) Dalam melaksanakan pemb
sebagaimana dimaksud pada
menugaskan  kepada
membidangi Penelitian

kctc_ntuan peraturan perundang-undangan
(3) Hasil evaluasi dalam rangka  pembinaan  dan

pengawasan digunakan sebagai
€ gal  masukkan
pelaksanaan tahun berikutnya. dnlam

inaan dan pengawasan
ayat (1), Bupati dapat
Perangkat Daerah yang
dan Pcngcmhangan sesuai

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

(1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh
Bupati dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

(2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kegiatan inovasi yang tidak dibiayai dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat
dibiayai melalui sumber lain yang sah dan tidak
mengikat  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dianggarkan pada Perangkat Daerah
yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan
anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan
Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi
anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun
anggaran berikutnya.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 31

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Inovasi Daerah kepada
Menteri Dalam Negeri,

(2) Lfaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai ber
diundangkan. rlaku  pada  tanggal

Agar setiap orang mengetahuin i

ya, memerintahk
pengundangan Peraturan Bupati ini deng::ll
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5Juni 2023

% BUPATI LEBONG,f

% KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5Juni 2023

SKKRETARIS DAERAH
PATEN LEBONG,

H. MUSTARANI
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